BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran pemerintah desa dalam
membangun kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di
desa ponu kecamatan biboki anleu kabupaten timor tengah utara (TTU)
1. Motivator

Untuk motivator kepala desa kepada masyarakat perlu melakukan dengan
cara pendekatan sehingga kepala desa berperan sebagai pemberi arahan,
dorongan dan menumbuhkan semangat masyarakat dalam membayar pajak
bumi dan bangunan.

Pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat membuat tabungan
dalam hal ini tabungan bambu sehingga ketika ada informasi untuk membayar
pajak langsung membayar dan tidak ada tunggakan di saat membayar pajak
bumi dan bangunan. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki kesadaran
membayar pajak, tetapi kondisi riil masyarakat saat ini belum ada kesadaran
dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kurangnya pengetahuan
sumber daya manusia dan kurangnya pendapatan. Dengan adanya masyarakat
membayar pajak maka pemerintah desa akan melakukan kegiatan
pembangunan infrastruktur seperti: usaha jalan tani, sumur bor, embung-

embung, dan taman kanak-kanak (TK) untuk mengatasi persoalan tersebut.
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2. Fasilitator

Fasilitator yaitu kepala desa berperan sebagai seseorang yang mengatas
nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang berkewajiban
untuk mampu mengajak masyarakat agar mencapai kesadaran dalam membayar
pajak bumi dan bangunan karena bentuk kerja nyata pemerintah adalah
melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah menjadi nara sumber dan memfasilitas masyarakat dengan
melakukan pembangunan infrastruktur desa, serta memberikan kemudahan dan
kelancaran dalam hal pemungutan pajak agar berjalan dengan baik. Dengan
adanya pemerintah memungut biaya pajak tersebut untuk membantu
memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan seperti pembangunan taman
kanak-kanak (TK), sumur bor, dan usaha jalan tani untuk mendukung
kelancaran kegiatan masyarakat desa.

3. Mobilisator

Kepala desa berperan untuk memberikan perintah kepada perangkat agar
meneruskan informasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat bersama-
sama melakukan tindakan nyata yaitu membayar pajak bumi dan bangunan,
dengan adanya biaya pajak tersebut dapat dimanfaatkan demi pembangunan
infrastruktur di wilayah desa untuk mencapai kepentingan bersama.

Pemerintah desa ponu mengerluarkan informasi kepada perangkat desa
seperti kepala Dusun dan RT untuk melaksanakan tugasnya yaitu meneruskan
ssinformasi kepada masyarakat sekaligus memungut biaya pajak bumi dan

bangunan sesuai dengan ukuran tanah yang dimiliki masyarakat dan pemerintah
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mengajak, menggerakan serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda
yang memiliki pengetahuan dengan memberikan penjelasan dan kesadaran
terhadap masyarakat yang belum memliki kesadaran untuk membayar pajak
bumi dan bangunan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran
yaitu:
1. Kepada Pemerintah Desa Ponu

a. Diharapkan selalu memberikan motivasi, melakukan sosialisasi,
menggerakan, mengajak, dan menumbuhkan semangat masyarakat serta
memfasilitasi kegiatan pembagunan dalam membayar pajak bumi dan
bangunan sehingga kesadaran masyarakat selalu tumbuh secara terus
menerus.

b. Pemerintah perlu sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak
tentang pentingnya membayar pajak agar pemahaman dan pengetahuan
wajib pajak meningkat.

c. Pemerintah Desa harus lebih giat membangun kesadaraan masyarakat untuk
wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak ada lagi
masyarakat yang tidak melupakan bahkan mengabaikan kewajibannya
sebagai wajib pajak, pemerintah Desa juga lebih giat memantau dan
menekankan bagi masyarakat yang belum membayar pajak dengan adanya

pemberian surat edaran bagi masyarakat yang belum membayar pajak serta

89



meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang
pemungutan dan meningkatkan kevalitan Data administrasi.

d. Kepala desa lebih sering-sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan
masyarakat dan juga adanya penyampaian kepada masyarakat bahwa PAD
kita dari sector pajak itu sekian (berapah) sehingga masyarakat sadar untuk
membayar pajak.

2. Kepada Masyarakat Desa Ponu
Diharapkan kepada masyarakat desa ponu untuk lebih meningkatkan
kesadarann dan merespon atau tanggap terhadap setiap informasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah desa dan menumbuhkan semangat yang tinggi

dalam mambayar pajak bumi dan bangunan.
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